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Polisi membongkar:
jaringan pengedar ekstusij
internasional (Malaysia -
Indonesia), untuk

sindikat ekstasi Malaysia
Polisi mengadakan
penyelidikan yang mema-
kan waktu cukup lama
kurang lebih dua bulan,
bermula dari informasi

masyarakat tentang
adanya import jutaan
ekstasi dari Belanda ke
Indonesia.

kstasi masuk melalui
jalur laut Pelabuhan
Tanjung Pnok dengan

Jagung sed
benkutnya mela]u.l penglnman

Hongkong dan transit di
Malaysia sebelum dibawa ke
Jakarta.

Pengungkapan berawal dari
penangkapan pengedar ekstasi
berinisial ABD (50) di Hotel
Peninsula pada tanggal 10
Nopember 2007 dengan barang
bukti 9802 butir ekstasi,
kemudian Polisi mengembangkan
penyelidikan dengan memburu
jaringan pengedar ekstasi dan
disergap di Apartemen
Mediterania Jakarta Barat (21/

e

11), Polisi menangkap LJW (41)
warga negara Malaysia, dari
mobil tersangka Polisi menyita
11.000 butir ekstasi dan uang
hasil penjualan sebesar Rp. 950
juta dan 25.000 dollar Singapura.

Dalam pemburuannya Polisi
menangkap CLC alias Asok alias
Ken (52) di Apartemen Taman
Anggrek Jakarta Barat (21/11),
di mana Polisi menemukan
470.000 butir ekstasi kelas satu
dan puluhan botol phosporus
serta tiga botol kristal yodium
yang, digunakan untuk

(50), LP a]ms Monas (47), TBA
alias Joha.n_ 60), CLC alias Asok
(52) dan ILJW (41), dari

tersangka yang t telah d.ltangkap

dalam pengejaran ialah CMY,
n A alias Stephen Law,
a menjadi pemodal
dan pmmma:n yang
mengendalikan/ bisnis ekstasi.
Mabes Polri akan bekerja
gama dengan Polisi Malaysia,
Singapura dan Hongkong guna
memburu sindikat yang telah
terlacak Stephen Law berasal
dari Johor Baru Malaysia, yang
dibantu oleh CMY dan DCM
yang berasal dar1 Malay51a

telah meng1r1mkan red not:ce
dan berkoordinasi dengan
Interpol untuk mencari dan
menangkap para tersangka
yang buron bila ada di daerah
hukumnya.

Untuk mengungkap jaringan
sindikat Malaysia yang telah
memasukkan 2 juta pil ekstasi
dimana sekitar 481 ribu pil
ekstasi telah dipasarkan, Polisi
tidak cukup hanya untuk
mengejar ‘otak” sindikat Malaysia
Stephen Law Polisi juga
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Batam dan Jawa Timur dan
disita 600 butir ekstasi . jaringan
Malaysia yang diotaki Stephen
Law memilih rencana untuk
membangun pabrik sabu-sabu
(clandestine lab) di Indonesia, hal
ini dikuatkan oleh keterangan
tersangka L.JW bahwa Stephen
Law telah mengurus pembebasan
enam ahli sabu-sabu dari

mengarahkan penyelidikan dan
pengejaran di dalam negeri
dengan bekerja sama
Departemen Imigrasi dan Bea
Cukai, karena diperkirakan ada
oknum petugas Bea Cukai yang
menyaksikan scanning tetapi
tidak malakukan inspeksi secara
fisik terhadap konteiner yang
digunakan untuk

terbongkar lebih dahulu oleh
Polisi.

Diharapkan Polisi di
Kewilayahan untuk
meningkatkan kewaspadaan dan
mengadakan penyelidikan
kemungkinan di daerahnya
dijadikan tempat pembuatan
pabrik ekstasi maupun peredaran
ekstasi, jadikan peredaran illegal

menyelundupkan pil ekstasi, Tiongkok yang sebelumnya Narkoba sebagai musuh bersama
Sementara ini tujuh tersangka dltaha.n oleh l'ncha karena dalam upaya menyelamatkan

yang membeli ekstasi dan ) al, jik generasi muda Bangsa

kelompok Monas ditangkap di Indonesia™***

EI"J.

410%&1 Butir Ekstasi Sﬂenif[::l*i3 4l Milial'

B v _

Y, Disita Polisi Polda Metro'\

p t KPS Tanjung Pnok“Ja'karta (

e A

Gading. (27
anggota Polr

butir ekstasi,
berkoordmam de
Jaya dan Polres Jakarta U
Setelah dﬂarauﬁn enyelidikan diketatt
bahwa asal ekstasi aam &ébuah rumah di Kelapa
Gading, mulai pukul 14.00 WiB:diadakan
penggerebekan terhadap mmah kontra

si1£a B oigly, : e s o gl N i
=1 {}e‘ﬁﬂugq... g Eh"

OSC. : {
Ekstasi sitaan tersebut berjumlah e 30 b b O - |
butir dimasukkan ke 85 kantong di ' v, .\
|

18 seliap 1 i
kantong berisi 5.000 butir pil ekstasi yang VL
DEIWAarinsg . ] Clall _Ora l:'

dalam dua kamar.
Selain ekstasi aparat menyita sejumlah

Barang bukli yang berhasil dista Polri b

barang bukti lain berupa 8 telepon seluler, uang
Rp 2,7 juta, pecahan ringgit Malaysia dan dua
timbangan serta sebuah mobil Toyota kijang
warna perak dengan nomor Polisi B 9725 RN.
Ratusan ribu ekstasi disita dari WNA
Malaysia OSC di jl. Jamur Elok Raya Blok QE 1-
4, penyitaan ini berselang kurang dari sepekan
setelah Polisi menangkap H, J dan K dari empat
broker penyimpanan ekstasi, mereka membantu
sindikat memasok dan mengimport illegal ekstasi
melalui jalur laut, selain tiga orang broker
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ditangkap pula C yang bertugas mengimport dan
menghubungi broker ekstasi.

Kelompok Kelapa Gading yang ditangkap
terkait dengan sindikat ekstasi yang ditangkap di
Taman Anggrek (22/11), hal ini terlihat dari
besarnya jumlah ekstasi yang disita, dan
merupakan terbesar kedua setelah
penggerebekan di Apartemen Taman Anggrek.

Ketiga buron yang dikejar ke Malaysia adalah
CMY, DCM dan SAL sebagai penyandang dana
sindikat ekstasi Indonesia-Malaysia. ***
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MENGUAK KASUS “ADELIN LIS”

tusan bebas dari segala
tuntutan terhadap
ADELIN LIS tersangka

kasus illegal logging di Sumut,
oleh Pengadilan Negeri Medan
pada hari Senin tangal (5/11)
bagaikan guntur disiang hari!
Bagaimana tidak “tersangka pela-
ku illegal logging sekaliber Adelin
Lis bisa lolos dari jeratan hukumb
Ada apa sebenarnya dibalik semuat
itu? Atas putusan tersebut; lang-
sung saja Kapolda Sumutdrjen.
Pol. Nurdin Usman mengontak
Kajati Sumut untuki meminta
kepada pihak Kejakeaan agar
terdakwa tidak dilepaskan dulu,
karena masih ada beberapa kasus
yang sedang dltanganl Polda
Sumut yang masih membutuhkan
keterangan/kesakgian dari terdak-
wa dan disanggupi oleh Kajati
Sumut. : :
Keesokan harinya «(6/11) pada
pagi harinya Wadir Reskrim Polda
Sumut bersama Kasat 1-Pidum Dit
Reskrim Polda Stmut mendatangi
Kejati Sumut bermaksud untuk
mengadakan penangkapan terha-
dap Adeline Lis. Ternyata men-
dapat penjelasan dari, salah”seo-
rang Jaksa bahwa yang bersang-
kutan sudah dieksekusi/dibe-
baskan pada hari Senin tanggal
5 November 2007 sekitar pukiil
22.35 WIB. maka menghilanglah
sudah tersangka tresebut alias

Tampaknya pihak Kapolda
Sumut tidak diam begitu saja,
maka segera saja mengkonfirmasi
kejadian tersebut kepada Kajati
Sumut , dan mendapat jawaban
bahwa beliau tidak dilapori ten-
tang kejadian pelepasan tersebut.
Selanjutnya penyidik Polri mene-
mui Kajari Medan untuk meminta
penjelasan secara resmi terntang
eksekusi pelepasan tersebut , dan
diberikanlah bukti berupa dua
buah surat yang menguatkan
yaitu :

ADELINLIS

Berita Acara Pelaksanagn Pe-
netapan.Hakim tanggal 5 Novem-
ber 2007 oleh-Jaksa Madya-Tomo
Sitepu. SH guna mengeluarkan
terdakwa Adelin, Lis darvi-Rutan
Tamjung Gusta:Medan'dan Berita
Acara Pengeluaraan Tahanan
berdasarkan putusan: pengadilan
nomor : W.2E.1T.PS.01.03-217/
2007tanggal 3 November 2007
yang ditandatangani oleh kepala
Rutan:Tanjung Gusta Drs'¥on
Suhareno.BcIP.SH.MS!.

Setelah.dipelajari terhadap
lredua bukti'surat pelepasan terge<
but, ternyata.terdapat-beberapa

Kkejanggalan, antara lain : pada

Berita Acara pelaksanaan pene-
tapan Hakim ditemukan bahwa
untuk hari dan tanggal pem-
buatan surat ditulis dengah meng-
gunakan tinta pulpen. Sedangkan
pelaksanaan penetapan Hakim
diadasarkan surat perintah Kejak-
saaan Negeri Medan nomor : Print-
03/Ft.1/03/2007 tanggal 2 Maret
2007. Sehingga disini terdapat
perbedaan tanggal yang jauh dari
pelaksanaan sidang, yaitu berbeda
sekitar delapan bulan (bulan
Maret ke bulan November).

Sedangkan pada Berita Acara
Pengeluaran Tahanan , terdapat
kejanggalan, karena terdakwa
Adelin Lis disidang vonis penga-
dilan tanggal 5 November 2007.
Sementara surat pengeluaran di
tandatangani tanggal 3 November
2007 pukul 17.00 WIB.Dan yang
dijadikan dasarnya adalah pene-
ta.pan Hakim tanggal 1 November

“kejanggalan-kejanggalan

: tﬂﬁbehm;terlﬂlat bahwa ada keran-

mg memerlukan penyeli-

dlpersm:pkmi Jmuhrjauh hari sebe-
lum vom B“ngadllan dlbaca-

! \f‘""ya “konspirasi” dalam
pembebaQn tersangka Adelin Lis
terus dilakukan oleh berbagai

ingtansi-terkait, termasuk Mabes

Polri Kejaksaan Agung, Dephum
dan Ham. Menurut keterangan
Kabareskrim Polri Komjen Pol.
Bambang Hendarso Danuri pela-

rian Adelin Lis disinyalir berkat
adanya konspirasi antar aparat
beberapa instansi. Termasuk keter-
libatan Wadir Kriminal Umum
Polda Sumut yang telah dicopot
dari jabatannya atas perintah
Kapolri. Penyelidikan dan pena-
hanan terus dilakukan terhadap
beberapa pihak pimpinan peru-
sahaan-perusahaan yang berada
dibawah kendali Adelin Lis. Ter-
masuk disini adalah Kadis Kehu-
tanan Kab.Madina-Sumut. Dan
tentu saja oknum kejaksaan negeri
Medan, oknum Kejaksaan Tinggi




Sumut, dan tentu saja Kepala
Rutan Tanjung Gusta Medan
(vang sudah dijadikan tersangka).

Syarat yang diajukan oleh
pihak tersangka Adeline Lis mela-
lui kuasa hukumnya Sakti Hasi-
buan “Mau menyerahkan diri,
asal tidak ditahan Artinya pihak
keluarga dan pengasara akan
menjamin bahwa tersangka tidak
akan melarikan diri , asal ada surat
Jaminan dari penyidik bahwa dia
tidak akan ditahan selama proses
pemeriksaan. Tentu saja pihak’
Kepolisian menolak dengan tegas’
persaratan tersebut. Seperti yang
diungkapkan Kepala DivisiHuniés
Mabes Polri — Irjend Pol.Sisno
Adiwinoto: “Polisi tidak akan
pernah memenuhi gyarat yang
diajukan Adelin/Lis, tersangka
kasus illegal logging dan pencu-
cian uang yang tengah buron. Dia
akan terus diburu hingga tertang-

kap, Polisi juga akan menangkap
siapa saja orang yang melindungi-
nya.”’

Pembalakan liar/illegal logging
semakin menyudutkan industri
perkayuan nasional, sehingga
opini publik yang terbentuk me-
nyebut bahwa industri hasil-hasil
hutan sudah berada dalam situasi
sunset atau tenggelam. Revita-
lisasi hutan menjadi langkah
pentinguntuk segeramemperbaiki
peraturan konsesi hutan:di Indo-
neﬁa

Dimata internasional, Negara
kitatiltllduh telah merusak hutan
karena melakukakn illegal loggi g,
hal tersebut memang ada benar-
nya dan masih sulit ditangani,
sampai saat intpihak Departemen
Kehutanan~dan Kepolisian RI
terus/ berupaya . memnberantas
pembalakan liar fillegal logging.
Kita juga tidak tinggal |diam,

karena sampai saat ini Pemerintah
masih meproses Undang - undang
khusus tentang Pembalakan Liar.
Menurut penilaian dunia inter-
nasional, bahwa sebanyak 80%
produk perkayuan Indonesia di-
nyatakan illegal, karena bahan
bakunya berasal dari hasil pemba-
lakan liar. Hal itu berdasarkan
pada data Rencana Kerja Peme-
rintah ( RKP ) bidang perkayuan
yvang mencatat bahwa bahan baku
yang tersedia hanya 8 juta kubik,
sedangkan kebutuhan indistri
meneapai 40 juta kubik. Padahal,
hitungan tersebut harus dikla-
rifikasi, karena ternyata bahan
baku bukan hanya berasal dari
hutan alam ‘sebagaimana yang
tercatat di RKP, tapi bahan baku
dapatjugaberasal dari HTT (Hutan
Tanaman dndustri), Hutan rakyat

dan Perkebunan.
( Moch.Rizal.Pahlevi.N.)

PEMUSNAHAN, BARANG BUKTI
JAMU/OBAY TRADISIGNAL SENILAI RP. 40 MILIAR

“Barangbukdi berupa 2:625.000/(dua
juta delapa ratus dua puluh lima ribu).
bungkus jamu/obat tradisional berbahiaya
dari berbagai jenis dan jutaan obat-obatan
berbagai merek yang berhasil disita oleh
Bareskrim Mabes Poliri dan Polwil
Banyumas dimusnahkan ditempat
pembuangan akhir/ TPA Kaliori-
Kalibagor, Banyumas dengan dipimpin

tertulisnya‘menyatakan:  dalam
menghadapi berbagai bentuk gangguan
keamanan yang terjadi, maka
penanggulangan kejahatan menjadi
empat-sasaran strategis yaitu;
kejahatan kenvensional, kejahatan
transnasional, kejahatan terhadap
kekayaan Negara dan kejahatan yang
berimplikasi kontijensi:=-“Balam hal ini

masyarakat.akan terus semakin kritis
untuk melakukan tindakan nyata demi
melindungi masyarakat / konsumen
obat-obatan.

Diharapkan masyrakat terus dapat
bekerja'sama untuk peduli terhadap
kesehatan dan perlidungan konsumen,
serta memahami bahaya obat tradisional/
jamu yang diedarkan menggunakan

e

langsung oleh Ditektur V Tipiter
Bareskrim Polri Brigjen Pol.
Hadiatmoko.

Pemusnahan ini adalah sesuai
dengan bunyi dari pasal 45 ayat 4 KUHP.
“ benda sitaan yang bersifat terlarang
atau dilarang untuk diedarkan,
diranmpas untuk dipergunakan bagi
kepentingan Negara atau untuk
dimusnahkan” , dan tentunya telah pula
mendapatkan persetujuan penetapan
Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto.

Kabareskrim Polri dalam sambutan
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tindak pidana kesehatan dan
perlindungan konsumen sebenarnya
bukan hal yang baru, dan sebenarnya
obat tradisional yang mengandung bahan
kimia tidak kalah berbahayanya dengan
tindak kejahatan lainnya, karena akibat
tindakan ini baru akan dirasakan lama,
namun tanpa disadari secara perlahan
akan merusak organ tubuh sampai
kemudian mengakibatkan kematian bagi
penguna obat tersebut “.

Oleh karenanya Polri sebagai
pelayan , pelindung dan pengayom

bahan kimia, agar segera melaporkan
kepada pihak kepolisian terdekat supaya
dapat segera ditindak lanjuti.

Koordinasi antar berbagai pihak
dengan berbagai instansi terkait seperti
selama ini untuk memberantas obat
tradisional/jamu terlarang memang periu
terus ditingkatkan seperti pada saat
pemusnahan kali ini, terutama badan
POM, Badan Perlindungan konsumen,
Kepolisian, Pemerintah Daerah/Dinas
Kesehatan, pengadilan/ kejaksaaan
setempat. *** (Moch.Rizal.EN)



TUGAS POKOK PERS DAN POLRI ADALAH SAMA
YAITU UNTUK KEBAIKAN BANGSA DAN NEGARA

idalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002
olri mengemban 3 tugas pokok yaitu;
memelihara Kamtibmas, menegakkan

hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan
pelayanan kepada masyarakat. Dalam menJalankan

Polri harus bekerja dengan penuhﬁgha‘tﬁ ian. Pol;
tidak bisa sembarang mengeluarkan pe 1%F
tidak berdasarkan fakta atawh ti-bulti ¢
Akibatnya sering timbul persepsi dibenak w
bahwa Polisi bekerja lgm ¥

motivasi tertentu, Ole f
Kabid Humas da~
pat berperan seba- /
gai Publik Relatlm; .
untuk meberikan’ 49
penerangan dan
pemahaman gkan
persoalan yang se- |
benarnya sehmggg, ¢
pers maupun ma-
syarakat menjadi
paham, ]
Sering kali me-
dia memberitakan
kinerja Polisi yang

i

tidak baik ataupun Berfoto bprsama usggpacara pembukaan Pelatihan Kahumassn Kor)asama Poln dengan AFP bertsmpitdﬁﬂdungm

menyudutkan g

maupun menjelekkan Polri; sehir gg berakibat citra
Polri dimata masyarakatijelek: Dilain pihak kita
mengetahui bahwa media selalu mendengung-
dengungkan bahwa kebebasan-pers, Kode"Etik
jurnalistik, Undang-Undang Pers maupun‘kri-
minaligasi pers dipandang sebagai salah satii“pilar

institusi Polri dan berita dari Metro TV sejauh ini
memang menyudutkan Polri, Dari kasus Metro TV
tersebut kiranya kita memperoleh pelajaran bahwa
sudah saatnya Polri tidak tinggal diam saja bila disu-

dutkan secara tidak obyektif oleh media dan kita harus
tugas pokoknya sebagai penegak hukum ,beraji""k ali ni

am"menghadapl dengan melaporkannya ke KPI

n;;tuha ini semestinnya

€] ng@j:ulah diharapkan para ir’memungkmkan kedi’m ‘Jnatﬁusl untuk bekerjasama
o

_ dan saling membu-

“tubkan bukannya
B saling bertentang-
S an atau mengun-
_tungkan/merugikan
: .lebelah pihak. Oleh
. karena itulah diper-
" Tukan jalinan ker-

jasama antara Polri
dengan pers dan
' memanfaatkan pers
. guna membantu tu-
» gas-tugas Polri da-
" lam peningkatan
citra Polri dima-
syarakat,

Untuk itulah.diharapkan kepada anggota Polri
khususnya Perwira agar memahami Kode Etik
juranalistik, Undang-Undang Pers serta solusi untuk
delik-delik pers didalam pelaksanaan tugasnya sehari-
hari*8elakwKadivhumas Polri mengharapkan
kepada peserta Pelatihan Kehumasan ini hendaknya

penting demokrasi disuatu Negara, namun faktanya
pers masih belum mentaati koridor hukum yang
ditetapkan dalam UUD 1945 yaitu penghormatan atas
hak asasi orang lain, norma agama, norma susila,
keamaman Negara serta ketertiban umum.

Sebagai contoh Divisi Humag Polri baru saja
melaporkan Metro TV ke Komisi Penyiaran Indonesia
(KPI) sehubungan dengan tayangan Metro TV
Realita tanggal 16 Oktober 2007 yang berjudul
"Suamiku Bukan Teroris”, Dimana dalam tayangan
itu ada pernyataan dari presenter bahwa penumpasan
terorisme dilaksanakan aparat pemerintah secara
membabi buta. Jelas perilaku Metro TV tersebut tidak
bisa kita terima bahkan tidak bisa kita tolerir.
Pernyataan ini sungguh merupakan fitnah bagi

pengetahuan yang diperoleh dapat dimanfaatkan dan
digunakan untuk lebih meningkatkan peran
kehumasan diwilayah masing-maging, sehingga
kinerja yang profesional dibidang kehumasan akan
terwujud. Dengan terwunjudnya kinerja yang
profesional tersebut kiranya sangat berpengaruh bhagi
pembentukan opini yang positif, sehingga nantinya
diharapkan akan dapat membangun kepercayaan
masyarakat kepada institusi Polri yang pada akhirnya
dukungan/partisipasi masyarakat tercapai.(nats)

Disarikan dari amanat Kadivhumas Polri pada
upacara pembukaan Pelatihan Kehumasan
Kerjasama Polri dengan AFP bertempat di
Gedung TNCC Jakarta.
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PENANGANAN KEAMANAN BANDARA
ADALAH TANGGUNG JAWAB SEMUA PIHAK

andara udara merupakan

obyek vital nasional, yang

memiliki peran strategis,
dalam menjamin kelancaran lalu lintas
orang dan barang serta pemenuhan
hajat hidup orang banyak dan
kepentingan negara, baik seCara
nasional maupun internasional.
Mencermati ancaman yang lahir, dari
perkembangan lingkungan strategis
nasional, regional dan global, maka
bandara udara, termasuk salah satu
obyek, yang sangat rentan untuk
menjadi target ancaman, bagi para
pelaku kejahatan, baik kejahatan kon-
vensional maupungransnasional crime,
demikian antara lain'amanat Kapolri
pada acara pembukaan Seminar Sehari
Pengamanan dan Keselamatan Penex-
bangan yang dilaksanakan di Hotel
Sultan, Jakarta beberapa waktu lau.

Oleh karena itu, masalah Bandara
Udara, yang meliputi pengamanan
bandara dan keselamatan pener-
bangan, akan menjadi perhatian seritis-dari berbagai
Negara, karena kualitas pengamanan bandara dan
keselamatan penerbangan,di suatu Negara, secara
langsung akan terkait dan berdampak, pada
timbulnya kerugian, yang berbentukijiwa maupun
harta benda, bagi Negara“lain,bila tidak ditangani
secara sungguh-sungguh.

Sebagai contoh dalam perkembangan global,
setelah terjadinya pengeboman WTE.di Amerika
Serikat pada tanggal 11 September 2001, salah-satu
isue dunia yang sangat menonjol adalah, isue
terrorisme. Kegiatan terorisme initernyata tidak
hanya bergerak di Amerika Serikat, beberapa
kejadian peledakan bom, seperti di Indonesia dan
Philipina, menunjukkan bahwa kegiatan terorisme
juga terjadi di kawasan ASEAN, dimana dari hasil
penyelidikan, para pelakunya bergerak, salah satunya
dengan memanfaatkan berbagai kelemahan, yang
ada pada manajemen operasional pengamanan
Bandara, sehingga dari isue ini, satu hal yang perlu
mendapat perhatian kita bersama adalah, adanya
upaya untuk menarik benang merah, antara kegiatan
terorisme international, dengan aktivitas peng-
amanan penerbangan sipil.
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Selanjutnya, dalam lingkup nagional, hal pokok
yang perlu”diperhatikan; menyangkut berbagai
peristiwa dan wacana internagional, yang berpe-
ngaruh cukup signifikan, terhadap kekurang
nyamanan para pengguna jasa bandara dan fasilitas
penerbangan, antara lain

1. Terjadinya peristiwa gangguan keamanan
diberbagai” wilayah Indonesia, yang telah
seperti terjadinya beberapa peristiwa kecelakaan
pesawat, secara berturut-turut.

2. Penolakan negara-negara Eropa terhadap moda
transportasi udara/ penerbangan indonesia, serta
munculnya sebagian maskapai penerbangan
asing, yang membawa pasukan pengamanan
sendiri, ketika terbang ke Indonesia.

3. Kian menguatkan wacana penerapan MANPADS
(man portable air defence system atau antisipasi
serangan dengan menggunakan peluru pelontar/
peluncur, yang ditujukan kepada pesawat udara
sipil), dari komponen negara-negara yang
tergabung dalam organisasi APEC, untuk

memancing berbagai reaksi negatif masyarakat,



merekomendasikan, sistem pengamanannya, bagi
bandara-bandara negara anggota APEC.

4. Rekomendasi dari Internasional Civil Aviation
Organization (ICAO) yang bersumber dari kese-
pakatan international (ANEX), tentang Pening-
katan Pengamanan Bandara dan Keselamatan
Penerbangan.

Memahami uraian diatas, maka selaku Kapolri
sangat menyambut gembira dan menilai sangat tepat,
bila pada Seminar sehari tentang Pengamanan
Bandara dan Keselamatan Penerbangan ini, diangkat
tema, yaitu "Membangun pemahaman dan k%ltmen

an penerbangan, sesuai standari
Sehubungan diangkatnya te “ter
dikaitkan dengan penanganan;,m.gga;% %g
Bandara Udara, yang me*h\g;l&? zﬁang ng keselamatan
penerbangan dan pola pengamanan Bandara.

Perlu kita sadari/bahw en:

enanganan masalah
keamanan Bandara/Udaray hendaknya tidak hanya
bersumber dari satu prana

ranata perundang-undangan
saja, melainkan ha

engacu kepada, berbagai
peraturan perundangan._:’_ang berlaku. Pernyataan
ini perlu disampaikan, mengingat permasalahan
penerbangan menc

engaturan. terhada orang,
barang dan fasil] pendukungnya, tidak hanya
menyangkut kepentmgan Negara kita saja, tetapi
juga Negara lain yang keberadaannya tidak akan
pernah berhenti, dan perkembangannyapun semakin
sulit, dan memerlukan pemecahan yang komprehsif,
serta holistik melalui kerjasama dengan berbagai
pihak. Beberapa fakta yang dapat di ungkap,-antara
lain masalah yang bersifat lintas negara, seperti
terorisme, cyber crime, penyelundupan, korupsi, people
smuggling, Narkoba, kesehatan, sedangkan masalah
lain yang bersifat lokal, khususnya'dalam lingkungan
sekitar bandara, seperti calo, porter liar, ojek, taksi
gelap, pembebasan tanah dan lain-lain.

Memahami berbagai fakta.yang terjadi ini,
mendorong kita, untuk selalu menyiapkan:diri,
terhadap segala kemungkinan yang ter_;ad1
Pelaksanaan-tugas-pengamanan-yang-be
preemtif dan preventif, hendaknya lebih dltekankan
dari pada tindakan yang bersifat represif. Oleh karena
itu, pola pengamanan bandara dan keselamatan
penerbangan yang selama ini telah kita laksanakan,
hendaknya selalu dievaluasi dan ditinjau kembali,
sehingga ke depan, pola pengamanan bandara dan
keselanatan penerbangan, akan semakin baik.
Evaluasi dan peninjauan kembali tersebut, tentunya
harus mampu mencari faktor-faktor penyebab, dengan
mengakomodir pranata-pranata internasional
maupun nasional, sebagai konsekuensi Negara yang
berdaulat, sehingga penentuan pola pengamanan
bandara dan keselamatan penerbangan, harus
terformulasi secara integral dan menghindari adanya

kesan yang bernuansa sektoral.

Kita tentunya perlu memahami bhahwa, pranata-
pranata internasionallah yang digunakan sebagai
standar, dalam menentukan pola-pola pengamanan
bandara serta keselamatan penerbangan. Aturan
JInternasional tersebut merupakan frame yang berlaku
umum, sedangkan pengturan-pengaturan yang
bersifat taktis, teknis dan strategis disesuaikan dengan
kondisi masing-masing Negara, yang tentunya sangat
dipengaruhi oleh berbagai aspek, diantaranya adalah
aspek geografi, budaya, sistem hukum dan politik yang
telah dituangkan dalam ratifikasi-ratifikasi peraturan
perundang-undangan, di masing-masing Negara.

s -Hal_gnlah sesungguhnya yang diharapkan dalam

'Bandara adalah sebagai
,secarakeselu.mhan,

bertanggungjawab dalam ma a]ahkeamana.n dalam
negeri, adalah, institusi P . Selain itu, karena
demikian pentingnya Bandara Udara, diperlakukan
sebagai ohyek vital, yang pola/pengamanannya perlu
dilakukan secara khusus.

Sebelum ' 'mengahkiri amanatnya Kapolri
menyatakan hahwa kaitannya dengan pengamanan
obyek wvital, bersama Polri.perlu menentukan
konfiguransi- standar pengamanan masing-masing
obyek vitalNasional, yang meliputi kekuatan personel
beserta sarana prasarana. Pengamanan internal,
harusmemenuhi standar kualiatas atau kemampuan,
yang ditetapkan denganwkeputusan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta
mempertimbangkanmasukan dari Internasional yang
berlaku. Pengelola obyek vital nasional bersama Polri,
melaksanakan "secara periodik audit system
pengamanan yang ada, sesuai keputusan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan

- mengerahkan kekuatan pengamanan obyek vital

nasmnal berdasarkan kebutuhan dan perkiraan

Da]am melaksanakan pengamanan obyek vital
nasional, Polri dapat meminta bantuan kekuatan
kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI), sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
yang berlaku.(nats)

Disarikan dari Amanat Kapolri

pada upacara pembukaan Seminar Sehari
Pengamanan Bandara Dan Keselamaian
Penerbangan dilaksanakan di Hotel Sultan
Jakarta akhir November 2007
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KEMBANGKAN TERUS KETRAMPILAN
DAN KEMAMPUAN KEPOLISIAN UDARA

"Operasi pembalakan liar,
kejahatan di perairan dan laut,
pemberantasan Narkoba di Aceh
sangat membutuhkan peran Kepoli-
sian Udara" kata Kapolri Jend. Pol.
Sutanto usai menerima wing pe-
nerbang dan peresmian pemakaian
Pataka Badan Pembinaan Kea-
manan (Babinkam) Polri di Bandara
Polri Pondok Cabe, Tengerangy”
Banten Senin (19/11). Peran Kepo-4
lisian Udara dalam menangangi
tindak kejahatan tertentu/sangat |
menentukan karena Kepolisian
Udara memiliki kelebihan yang;
tidak dimiliki kesatuan lain..Kelebihan yang
dimiliki kesatuan inj diharapakan bisa lebi
diberdayakan lagi. Menurutkapolri kemam-
puan kesatuan inj s erbukti dalam
beberapa operasi penegakan hukum terma-
suk operasi kemai an dibeberapa
wilayah dan pengamanan: Namun Kapolri
mengakui jangkauan wilayah yang diaman-,
kan Kepolisian Udara sangatluas, sehingga
diperlukan tambahan peraiatan guna mendu-

kung kemampuan, operasi. Penembahan
peralaian.yang diperlukan saatinibisa saja
berupa penambahan halikopter\pixedwing
dan. beberapa jenis lainnya, untuk penam-

bahan' peralatan‘itu. diakui Kapoln semua
tergantung angoaran| yang dimiliki Rolr.
MYang/pasti saat ini kita mengharapkan
‘Kepolisian Udara bisa-Jebih efektif dalam,

mendukung kediatan-Polr " ucapnya,

Kapolri*juga menetapkan: tahun 2008
sebagal “tahun Babmkam Poln Kapalﬁ""

mengharapkan Babinkam Polri yang mem-
bawahi 5 Direktorat yaitu Direktorat Lalu
Lintas, Direktorat Samapta, Direktorat
Kepolisian Udara, Direktorat Polisi Perairan,
Direktorat Pengamanan Obyek-Obyek
Khusus, lebih meningkatkan kemampuan
masing-masing.
"Harus ada pelatihan yang
dilakukan secara terpro-
gram, penguasaan teknologi
informasi, peka, proaktif
untuk mengantisipasi per-
kembangan situasi yang bisa
mengganggu keamanan ma-
syarakat" kata Kapolri.
Dalam acara tersebut
Wing Penerbang disematkan
kepada Kapolri Jenderal
Polisi Sutanto, Wakapaolri
| Komijen Pol. Makbul Padma-
' [ negara, Kababinkam Polri
Komjen, Pol¥lman Haryatna, dan Irwasum
Polri Irjen Pol, Jusuf, Manggabarani. Para
pejabat inibard bisamendapat wing setelah
menerbangkan“pesawat dan kembali
mendarat deng selamat.
abinkam Polri diberi nama
Vicvapa Brahmag [a yang artinya perlin-
dungan menye urth terhadap alam semesta.
Pataka ini diharapkan dapat menjadi suluh
semangat seluruh anggota Babinkam Polri.

% k%

PADA suasana Halal Bihalal yang kita
laksanakan seperti sekarangiini, selakukapolri
maupun atas nama pribati dan”keltarga,
mengucapkan selamat Idul Fifri 1428 H.mohon
maaf lahir dan bathin, karena Sebagai manusia
biasa tentu tidak luput dari kesalahan,dan

kesalahan dan kekhilapan saudara sekalian. Déhgan
demikian kita semua akan kembali suci,
memperoleh kemenangan yang merupakan Mjuan

dari amanat Kapolri pada acara Halal Bzhalal keluarga
hesar Mabes Polriyang dilaksanakan di Auditorium
gedung PTIK Jakarta:

Kapolri menambahkan bahwa kegiatan Halal
Bihalal seperti ini dilAksanakan dengan maksud,
agar kita dapat memperoleh keutamaan
siLaturrahim untuk selalu dapat meningkatkan rasa
persaudaraan kita, sehingga suasana keakraban
dapat kita rasakan bersama. Hal ini sangat penting
karena dengan kebersamaan dan keakraban iTu
Kita harapkan akan dapat menunjang kinerja kita
agar lebih beRsemangat dan bergairah dalam
pelaksanaan tugas-ugas kepolisian” ke depanyang
tidak ringan.

kekhilapan. Sebaliknya saya juga memaafkan =

KEBEBSAMAAH DAN-KEAKRABAN AKANDAPAT MENUNJANG
KINERJA LEBIH BERSEMANGAT DAMBERGAIRAH
DALAM PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KEPOLISIAN KE DEPAN

Pada kesempatan tersebut selaku Kapolri
menghimbau kepada seluruh personel Polri, agar
senantiasa meningkatkan kewaspadaan untuk
mengantisipasi berbagai gangguan Kamiibmas,
agar suasana lebaran ini dan seterusnya selalu
dapat terwujud suasana yang kondusif, aman dan
damai. Kita selalu berdo'a semoga bangsa dan
Negara kita senantiasa mendapatkan periindungan,

‘dihindarkan dari segala musibah dan
diberikan kemudahan jalan keluar dari
segala cobaan yang sedang kita hadapi.
Tentu sajakita harus melakukan perbaikan
terhadap hal-hal yang masih kurang baik

Ul

dari aspek pengabdian kita sekaligus
mensinergikan kerja sama dengan
masyarakat dalam mendukung fugas-tugas
kepolisian.

Semoga Allah Swt senantiasa
meridhoi usaha dan pengabdian kita dalam
mewujudkan Kamtibmas yang kondusif
guna terwujudnya cita-cita Bangsa yang adil dan
makmur, tata tentram karta raharja (baldatun
thayyibatun warabbun ghafur),

Mengakhiri sambutannya Kapolri,
mengucapkan terima kasin dan penghargaan
kepada prof. Dr. Ahmad Thibraya, MA. selaku
penceramah dan kepada segenap Panitia.
(nats)
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POLMAS MERUPAKAN PROGRAM KESATUAN
DARI TOP MANAJEMEN, SAMPAI TINGKAT TAKTIS OPERASIONAL

Polmas dan isu HAM, sangat terkait dengan
pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara Kamtib-
mas, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi
dan melayani masyarakat, dimana implementasi Pol-
mas dan HAM ini akan turut nenetukan keberhasilan
pelaksanaan tugas Polri, demikian antara laim ama.nab
Kapolri pada upacara pembukaan Peme@ﬁm ]
mantapan Polmas dan para Kasatwil Gelomb:
tahun 2007 bertempat di Lido"Jawa Bayat.

Lebih jauh Kapolri meng takap"&wga‘lah Polmas
akan sangat bersentuha

3 keefektlpan dan

i élam negeri. Secara
aan tugas Kepolisiah\

pada banyaknva
yang ditangkap dan
nya kejadian yang*;
kap, tetap1 Ieblh

masyarakat yang, ,
dengan rendahnya tmgkat

meresahkan masyarakat dan
pelaksanaan keberhasilan
tugas Kepolisian dalam'men-
cegah meningkatnya masya#
rakat menjadi korban keja=
hatan. Keberhasilan Kepo-
lisian tersebut akan dapat
terwujud dengan baik, bila
kita tida dapat mengem-
bangkan Polmas guna me-
niadakan gangguan Kamtib-

dan para Kasatwil Gelombang.l iahun 20

mas hingga keakar-akarnya.

Melalui hal tersebut rasa aman akan tercipta dan
masyarakat akan menjadi korban kejahatan dapat
ditekan, sehingga pada akhirnya kinerja Polisi akan
meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap
institusi Polri akan semakin tinggi.

Demikian pula masalah HAM juga diketahui
bahwa HAM merupakan issu global yang dapat
mempengaruhi tingkat simpati masyarakat terhadap
Polri. Bahkan simpati dunia internasional terhadap
penyelenggaraan pemerintahan dinegara kita, karena
masalah HAM ini, akan sangat terkait dengan
demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat.
Memahami hal ini sebagai institusi Polri yang ingin
senantiasa dipercaya oleh masyarakat, bangsa dan

Kapolri Jenderal Pol, Drs” Bmamosaatmembuka acara Peroe;saxm dan Pemantapan Polmas

Negara Polri tidak dapat melepaskan diri dari
pentingnya penghargaan terhadap nilai-nilai HAM
pada pelaksanaan tugas Kepolisian. Untuk itu sangat
relevan bila masalah HAM ini perlu ditanamkan

‘kepa_da setiap anggota Polri, mengingat seperti yang

disa;mpa.lkan sebelumnya. Kewenangan yang
.;l?a,l@;ﬁ upa;(a paksa yang sangat rentan
Fwarga.masyarakat. Dengan adanya
Jdari Seluruh anggota Polri yang

! tagikan kepada pelaksanaan

tugas, maka ci‘bm kita/sebagai Polisi Sipil akan
semakm baJk dan a'kan lebihyjauh lagi Negara kita

ugnplemantaa
i HAM diwila—

i‘:ha"nager, yang
nya dapat mem-
) 1 anggota Polri
y ng berada dibawahnya
untiik melaksanakan pro-
- \gram Polmas secara tepat,
 8esuai/dengan karakteristik
8 daerahnya masing-masing
" dan menghargai HAM dalam
~ setiap tindakan Kepolisian-
nya.
Polmas sebenarnya bu-
jid.

pun baru dicanangkan pada tahun 2006, namun
demikian sampai dengan saat ini, strategi Polmas
belum terlaksana secara optimal, sesuai dengan apa
vang kita kehendaki bersama. Kendala yang
umumnya ditemui adalah penyesuaian metode, serta
masih minimnya kualitas dan kuantitas personil
pelaksana. Untuk itu pengembangan Polmas sebagai
suatu strategi harus dilakukan secara bertahap
dengan memprioritaskan peningkatan kualitas serta
kuantitas sumber daya manusia Polri dan pengem-
bangan sarana/prasarana sesuai kebutuhan
operasional. Terkait dengan hal tersebut salah satu
target yang ingin dicapai adalah pada tahun 2010,
kebutuhan penempatan petugas Polmas, telah
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yang baru bagi Polri, walau-



— 2. Jadilah Kasatwil yaﬁg dapat mengemban fungsi

Peserta pembukaan Percepatan dan Pemantapan Polmas dan para Kasatwil Gelombang | tahun 2007 bertempat di Lido Jawa Barat.

terpenuhi secara menyeluruh yang mencakup 70:000
Desa/Kelurahan/target yang dapat direalisasikan.
Dengan telah ditetapkannya kebijakan dan
strategis penerapan Polmas, maka titik herat
sasarannya adalah terbangunnya/ kerjasama dan
dukungan pemerintah daerah serta/Dewan Perwa-
kilan Rakyat Daerah, pengusaha, lemhaga-lembaga
sosial kemasyarakatan dan media magsa. Namun
demikian tidak berarti bahwa prosesnya Polmas hanya
menjadi focus perhatian pada tataran' operasional saja,
melainkan juga pada tataran penentu kebijakan.
Pada acara pembukaan Percepatan-dan Peman=
tapan Polmas dan HAM bagi para Rasatwil-Kapolri
memberikan penekanan sebagai berikut-

1. Implementasikan'\Polmas dengan baik, pahami
bahwa Polmas merupakan’ program kesatuan
mulai dari top manajemen, sampai dengan tingkat
taktis opersasional. Oleh karena itu semua anggota
harus memahami dan mendukung program
Polmas, termasuk para Kasatwil.

senantiasa menjunjung tinggi
HAM. Dalam pelaksanaan
tugasnya dan lakukan tindakan
tegas bila masih ada yang
nyata-nyata melanggar HAM
dan tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

5. Kepada pejabat utama Mabes
Polri dalam hal ini yang terkait
dengan penilai kinerja Polri,
saya minta dapat menjadikan
implementasi Polmas dan HAM
ini, sebagai salah satu penilaian
kinerja seseorang Kasatwil.

Kapolri memberikan pene-
kanan dalam masalah penye-
lenggaraan tugas-tugas
Kepolisian di wilayahnya antara lain :

1. Lakukan terus upaya peneitraan Polri untuk me-
ningkatkan kepercayaan.masyarakat. Ingat bahwa
kepercayaan masyarakat merupakan modal dasar
bagiPolri untuk membangun diri yang lebih baik lagi.

2./ Terus lakukan penindakan ferhadap kejahatan
yang mervesahkan masyarakat, seperti perjudian
dalam beniuk apapun.

3. Tingkatkan kinerja satuan Kepolisian yang
bergerak pada pelayanan, utamanya pengurusan
SIM dan STNK dengan melelui memperhatikan
kepastian waktu, biaya dan persyaratan.

4. Siapkan Kesatuan yang para Kasatwil pimpin
dalam menghadapi Pilkada dan Pemilu 2009.

5 'Lakukan pengadaan barang dan jasa secara
transparan, bersih dan akuntabel, sehingga
kualitas barang dan jasa dapat lebih baik dengan

Polmas melalui kemitraan dengan tokoh masya-
rakat, tokoh agama dan tokoh adat serta dengan
tokoh yang berpengaruh lainnya. Karena melalui
tokoh ini kekuatan massa yang mungkin akan
mengganggu Kamtibmas dengan ketokohannya
dapat dikendalikan dan diantisipasi secara baik.

3. Kuasai potensi konflik di daerah masin-masing
untuk dapat dideteksi secara dini agar dapat diatasi
sebaik mungkin dan tidak berkembang menjadi
gangguan Kamtibmas yang dapat menyebabkan
terhambatnya pembangunan di daerah.

4. Beri pemahaman kepada anggota Polri untuk
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harga yang kompetitif.

6. Kelola anggaran dengan sebaik-baiknya, jangan
ada pemotongan hak anggota, gunakan anggaran
tersebut sesuai dengan peruntukan.

7. Gunakan dana kontijensi yang ada di Satwil sesuai
dengan peruntukannya.

8. Cegah KKN dalam penerimaan anggota Polri,
Lakukan secara transparan dan akuntabel serta
akomodir etnis asli daerah setempat dalam
penerimaan tersebut. (nats)



